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Abstrak
 

Konstitusi Indonesia sudah mengatur tentang sistem ketatanegaraan sebagai dasar dalam penyelenggaraan

kekuasaan negara. Sistem pemerintahan presidensial mengonstruksikan adanya saling kontribusi yang

dilekatkan pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, salah satunya dalam hal pembentukan peraturan

perundang-undangan. Sistem Presidensial membawa konsekuensi bahwa kekuasaan Presiden tidak hanya

berada dalam wilayah kekuasaan eksekutif saja tetapi juga menyentuh ranah di bidang peraturan perundang-

undangan. Peraturan perundang-undangan sejatinya menjadi perihal penting sebagai instrumen untuk

membangun kesejahteraan ekonomi dan masyarakat. Yang menyita atensi saat ini tren pembentukan

peraturan perundang-undangan menemui beragam persoalan. Akar permasalahan yang ditemukan adalah

ketiadaan suatu kelembagaan khusus untuk mengelola peraturan secara menyeluruh. Untuk itu, banyak

bermunculan gagasan untuk mengatasi permasalahan peraturan perundang-undangan dengan membentuk

kelembagaan khusus, dimana hal ini juga tertuang dalam ketentuan Pasal 99A Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 yang mengakomodir pembentukan kementerian atau lembaga di bidang peraturan perundang-

undangan. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum doktrinal dengan metode

pengumpulan data studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya akan

diharapkan bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berangkat dari

pembahasan, kebutuhan pembentukan kementerian di bidang peraturan perundang-undangan untuk

menguatkan kelembagaan dan mensentralkan fungsi peraturan perundang-undangan secara satu pintu yang

dikontrol langsung oleh Presiden. Solusi yang ditawarkan ialah membentuk Kementerian Koordinator

Peraturan Perundang-Undangan sebagai bagian dari kabinet pemerintahan dengan fungsi pengendalian yang

melekat kepadanya untuk membantu Presiden melaksanakan kekuasaan di bidang peraturan perundang-

undangan melalui koordinasi secara fungsional.

......The Indonesian Constitution has regulated the constitutional system as the basis for exercising the state

power. The presidential system of government constructs mutual contributions attached to the executive and

legislative institutions, one of which is establishing laws and regulations. The presidential system has the

consequence that the power of the President is not only within the area of executive power but also touches

the realm of laws and regulations. Laws and regulations have a vital role as instruments in building

economic and social welfare. What draws attention is that the present trend in formulating laws and

regulations encounters various problems. The core of the problem discovered is the lack of a specialized

institution to administer rules in their entirety. Thus, many ideas have emerged to address the issues of laws

and regulations by establishing specific institutions, as stated in Article 99A of Law Number 15 of 2019,

which accommodates the formation of ministries or institutions in the field of laws and regulations. The

research method used to write this thesis is doctrinal legal research with literature study data gathering

methods to answer problems, with the expectation that the results will provide solutions or suggestions to

https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920538623&lokasi=lokal


address problems. Aside from the discussion, there is a need to establish a ministry in the field of laws and

regulations to strengthen the institution and centralize the functions of laws and regulations in a one-stop

directly overseen by the President. The solution offered is to establish a Coordinating Ministry for laws and

regulations as part of the government cabinet with an inherent control function to assist the President in

exercising power in the field of laws and regulations through functional coordination.


